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BUPATI OGAN KOMERING

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR . J%.. TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016

Menimbang :

Mengingat

TENTANG SUSUNAN ORCANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ROMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Monten Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur
dan Unit Kerja Sekretariat Dacrah Provinsi dan
Kabupaten /Kota scrta memperhalikan Surat Gubermur
Sumatera Seclatan Nomor 061/3000/VII/2019 tanggal 22
November 2019 penhal Penataan Organizasi Unit Kemja
Sekretariat Daerah, perlu menectapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketipa Atas Peraturan Bupati Nomor 33
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tais Kerja
Sckretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakval
Daerah Kabupaten Ogan Komering Uly;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l dan EKota Praja
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor [B21);

2. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
lelah  beberapa kali diubah terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daersh {Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarin
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lombaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 lentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah
Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Perangkal Daerah
Lembuaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402};

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 112 Tabun 2018
tentang Pembentukan Umit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
dilingkungan Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan
Kabupaten /Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Umit Kenja Sclkretanat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kola (Benla Negarma
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tenlang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubshan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tenltang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Ogan Komering Ulu
{Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
2017 Nomaor 2);

Peraluran Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tats Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekriariat Dewan Perwalkilan Rakyat Dacrah Kabupaien
Ogan Komenng Ulu [Berita Daerah Kabupaten Ogan
Kometing Ulu Tahun 2016 Nomor 33) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomaor 48 Tahun 2019 tentang Perubaban Kedua Afas
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunsan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretamat Dacrah dan
Sekretarial DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 20149
Nomor 48).
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Menetaplkan :
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN OQAN KOMERING ULLL

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupsat Nomor 33 Tahun
2016 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Peorwalalan Eakvat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Dacrah Kabupalen
Opan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah
beberapa kali diubah ierakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupali Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan
Tata Kerja Seckretaniat Dacrah dan  Sekretariat  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien Ogan Komermg Ulu
(Berita Daerah Kebupaten Ogan Komering Ulu Tabun 2019
Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 5 sampal dengan Pasal 62 diubah
schingea Pasal 5 sampai dengan Pasal 62 berbunyi sebagai
berikul:

Pasal 5
() Sekretariat Daerah Eabupaten terdivi dari 3 (tiga)
Asisten, 12 [dua belas) Bagian dan dibantu Kelompok
Jabatan Fungsional yeaitu

a, Asisten

1. Asislten Pemmerintahan dan Kesejahteraan Ralopat
(Asisten 1),

2. Asisten Perckonomian dan Pembangunan
[Asiaten 11); dan

3. Asisten Administrasi Umum (Asisten II1).
b. Bagian
1. Bagian Tata Pemerintahan,

2. Bagian Kese¢jahteraan Rakyat;



3. Baglan Hukum;
4. Bagan Kena Sama;
5. Bagian Perekonomian,
6. Baglan Adminisirasi Pembangunan;
7. Bagian Pengadaan Barang dan .Jasa,
H#. Baman Sumber Daya Alam;
9, Bagian Urmm;
10, Bagian Organisas;
L 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
12. Bagian Perencanaan dan Kewangan,

¢, Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Asisten scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Schretarie Daerah Kabupaten.

Paragraf 1
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralovat

Pasal &

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatl mempunyvai
tugas membantu  Sckretaris Dasrah  dalam  penyusunan
kehijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan
kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
i bidang kesra, pcngoordinasian pelaksanaan (ugas Perangkat
Daerah, dan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang tata pemerinlahan, kesejahteraan rakyat,
hukum dan kerja sama.

Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daelam

Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi
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a. penyusunun  kebijjakan  deerah  di bidang  tala
pemerintahan, hukum dan kerja somu;

b, pengoordinosion penyusunan kebijakan dasrah di bidang
kesrn,

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkailt pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tdak
diinginkan, dan faktor yang mompengaruhi  pencapaian
tujuan kebijakan di bidang kesra; dan

f. pelaksasan [ungsi lain yang diberikan olch Sclociarns
Dacrah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan
kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan terdiri dari

a. Bagian Tata Pemeriniahan;

b, Bagian Kesejahteraan Rakyat;
¢, Bagian Hukum; dan

d. Bagian Kerjn Sama.

Paragraf 2
Bagian Tata Pemermitahan

Pusal 9

Baglan Tata Pemenntahan memnpunyai (ugas melaksanakan
penyiapan perumusan kcbijjakan dacrah, pengoordinasian
perumusan  kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Dacrah, pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang  administrasi pemerinlahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.



Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas scbagmimana  dimaksud
dalam Pasal 9, Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administras kewilayahan dan
otonomi daerah;

penviapan bahan pengoordinasian perumusan kebijalan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, admimistras:
kewilayvahan dan otonomi dacrah;

penyiapan bahan  pengoordinasian  pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemenntahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dacrah di bidang admimsirasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan olonomi dacrah; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan olch Asisten
Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyal vang berkaitan

dengan tugasuya.

Pasal 11

Bagian Tata Pemenntahan, terdin darn:

(1)

Bub Bagian Adminiatrsi Pemerintahan;
Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
Sub Bagian Otonomi Daerah.

Pasal 12

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyal tugas;

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan  daerah
bidang administras pemerinlahan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah
dibidang administrasi pemerintahan;

c. menyiapkan bahan pengeordinasian  pelaksanaan
kebijakan pemerintah dacrah di bidang inspektorat,
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan
perhubungan;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
di bidang kependuduksn dan  pencatatan  sipil,
kesataan  bangsa dan  politik dalam  neger,
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ketentraman, ketertiban umum  dan  perlindungan
masvarakat;
memiasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan
menviapkan  bahan  pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah bidang admimstras
pemerintahan,

@ Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas :

a.

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, pengegabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan/atau kelurahan;

melaksanakan koordinasi penegasan  batas  dacrah,
kecamatan, kelurahan dan desa, seria nama  lain
dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
melaksanakan fasilitasi  toponimi  dan  pemetaan
wilayah,

menyviapkan bahan  penetapan  kode dan  data
kewilayahan,

menyvusun  bahan kebijakan pelimpahan scbhagian
kewenangan Bupati kepada Camat;

menyusun bahan  kebijakan  pengelolaan  dana
kelurahan; dan

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanasn
kebijakan dacrah bidang administrasi kewilayahan,

(¥ Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas !

A.

b

Mmenyusun bahan Laporan Penyelengparaan
Pemerintahan Daerah (LPPD);

MEenyusun bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati;

menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD);

melaksanakan [asilitas: penyusunan Standar Pelayvanan
Minimal {(SPM] Organisasi Perangkat Dacrah;
melaksariakan  fasilitasi  dan  koordmast  proses
pengusulan, penganghatan dan pemberhentian Bupati
dan Wakil Bupals;

memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Bupati dan
Wakil Bupati;

menyusun bahan Laporan Akhir Maza Jabalan (AMJ)
Kepala Daerah,

melaksanakan [asilitas dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan Pemilihan Umum;

melaksanakan [asilitasi  dan  koordinasi  proses
administrasi pergantan anlar wakiu pimpianan dan
anggoia legslatl] dan

melaksanakan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang olonomi daerah.



Paragraf 3
Bagian Kescjuhteraan Rakyat

Pusal 13

Bagiin Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengoordinasian  perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan  (ugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanasn kebijakan daerah di
bidang pendidikan, keagamaan, kesejahteraan  sosial,
kesehatan, pemuda olahragn dan panwisata.

Pasal 14

Untuk menyelenggarnkan tugas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Bagian Kescjahteraan Rakyat, mempunya fungsi:

. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
dacrah di bidung pendidikan, lcagamasan, kescjahleraan sosial,
keachaion, pemudn olahraga don pariwisasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanasn (ugas
Perangkat Daserah di bidang pendidikan, keagamaan,
kencjahleruan  soxinl, kesshatan, pemuda olahmega dan
pariwisato;

c. penyiapan bahan pemsntauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pencapaian tujusn kebijakan,
dampak yang tdak diunginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pendidikan, keagamoan, kesejahteraan sosial, keschatlan,
pemuda oluhraga dan pariwisata; dan

d. peclaksasan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyvat yang berkaitan
dungan tugasnye. :

Pasal 15
Bagian Kesejahternan Rakyat, terdiri dan :
. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan,

b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan

c. Bub Bagian Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,



Pasal 16

{1} Sub Bagian Pendidikan dan Keagomaon mempunyai tugas ©

b.

menyinpkan data lenlang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamasan;
menyiapkan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan
kebijakan pemerintah dacrah di bidang pendidikan;
menyiapkan  bahan  perumusuan  kebijakan  yang
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan ssrana  peribadatan,
asarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksansan
di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan pertimbangan pcmberian bantuan
di bidang saruns peribadatan, sarona  pendidikan
dpnma dan pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan
perumusan kebijakan Daerah bidang lembags dan
kerukunan keagamaan;

. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman

pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat
beragama;

melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan
kerja sama antar lembaga kesgamasn dan kerulunan
umat beragama;

menyiapkan bahan  pengolahan data, saram,
pertimbangan  serta koordinasi kegiatan dan
penyusunan laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan,;
melakukan koordinas lintas sektor dan
pertermnuan/ rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan
umit beragama dan serta kerja sama antar lembags
keagamaan;

memfasititasi  dan  mengoordinasilcan - pelaksanaan
kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran seria
kerja sama antar lembaga kcagamaan;

. memfasilitasi dan  mengoordinasikan  kegiatan

musyawarah antar wumat beragama dan  aliran
kepercayvaan;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan
forum kerukunan umat beragama dan konsultasi
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
Kepercayvaan;

melakukan koordinasi kerja SAMA sosinl
kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan
sccara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
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umat beragama dan aliran kepercayaan;

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan
wrmat beragama dan alivan kepercayaan, dan
menviapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan

cvaluasi kebjjukan Daerah  bidang lembaga dan
kerukunan keagamaarn.,

(2} Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyal tugas .

i.

menylapkan  bahan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan pemerintah  daerah  di bidang  sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendahan penduduk dan
keluarga berencana, tenaga kerja;

menyiapkan  bahan  pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang  sosial,
transmigrasi, keschatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendaban  penduduk  dan
kcluarga bereneana;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
sosial, transmigrasi,  keschatan, pemberdayaan

PETEmpLIAn, perlindungan anak, pengendalian
pendudukdan keluarga berencana;
menyiapkan bahan pelayanan admimistras:

penyelengearaan urusan pemerintahan bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayvaan perempuan,
perlindungan  anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

menyiapkan bahan penyvuluhan dan sosialisasi program
transmigrasi kepada masyarakat;

menyiapkan  bahan  kerjasama dengan dacrah
pencmpatan transmigrasi,

menyiapkan boahan pengarahan dan perpindahan serla
fasilitas] perpindahan ransmigrasi;

melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon
transmigran dari daerah asal ke transito Kabupalen,
Provinei den lokasi transmigrasi,

menyiapkan bahan fasihtasi pembenan hibah  dan
bartuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas,
kelompok masyarakal dan individu atau keluarga; dan
menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan,
monitorng  dan  evaluasi pelaksansan  hibah dan
bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas,
kclompok masvarakat dan mdividu atau keluarga.
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(3] Sub Bagian Pemudn, Olahragn dan Panwisata mempunyai
tugas |

A, menyiapkan bahan  pengoordinasian  perumusan

kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan

dan  olahrogn, bidang panwisala, dan bidang

kebudayaan,
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijpkan pemerintah

doerah di bidang kepemudsasan dan olahraga, dan
bidang pariwisata;

¢c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemenntah dacrah di bidang
kepemudaan den olahrags, dan bidang pariwisata; dan

d. menyapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenpgearaan wrusan  pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahrags, panwisala dan
kemasyarukatan linnya.

Paragral 4
Bagian Hukum

Pasal 17

Bagian Hukum mempunyai tugas mclakesnakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian peromusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan togas
Perungkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentani dan informasi.

Pasal 18

Untuk menyelenggurakan lugas sebagaimana dimaksud dalam
— Pusal 17, Bagian Hukum mempunyai fungst :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daersh di bidang
perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
cletrr irnformss;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebjjakan
dacrah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

€. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan  lugas
Perangkat Dacrah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukom serta dokumentasi dan informasi;
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d. penoyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan cvaluasi di
hidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumenlas dan informasi; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh  Asisten
Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat yvang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 19

Bagian Hukum terdin dan:

a. Sub Bagian Perundang-undangan;

b. Bub Bagian Bantuan Hulkum; dan

14

{2)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 20

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyal tugas |

a.
b.

menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;
melaksanakan harmomsasi dan sinkronisasi produk
hukum daerah;

menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daecrah dalam
proses penetapanPeraturan Daerah;

menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum
daerah;

melaksanakan pembmaan penyusunan produk hukum
Daerah;

menyiapkan bahan admimstrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum daerah; dan

melaksanakan pemantauan dan evaluas: pelaksanaan
produk hukum dacrah.

Bub Bagian Bantuan Hukum mempunyal tugas :

H.

b,

melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan pemenntahan dacrah,

melaksanakan fasilitasi bantuan hulom, konsultasi
hukum danpertimbangan hukum serta perlindungan
hukum bagi vnsur pemerintah dacrah dalam senphkota
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
melaksanakan koordinas: dan  fasilitasi  kerjasama
dalam penanganan perkara bukum;

melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

menyiapkan bahan penvusunan pendapal hukum (legal
opiriiord; dan

melaksanakan cvaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara senghkela hukum,
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(3} Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunysal tugas

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk
hukum daerah dan peraturan perundang undangan
lninnya;

b, menghimpun serta mengolah data dan informasi
scbagal bahan dalam rangka pembentukan kebijakan
daerah;

c. melaksunnkan pengelolann jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

d. memberikan peloyanan adrmimstrasi informasi produk
huloum;

c. melaksannkan sosialisasi, penvuluhan dan desiminasi
produk hulkum daerah maupun peraturan perundang
undangan lainnya; dan

f. melaksanakan covaluasi dan pelaporan  terhadap
dokumentasi da informasi produk hukum duserah.

Parugral 5
Bagian Kerja Sama

Pasal 21

Bagian Kerja Sama mempunyai  tugas melaksanakan
penyiapan perumusan  kebijakan daerah, pengpordmasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Dacrah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dacrah, dan pelaksanaan pembinaan
administruni di bidang (asilitnsi kerjasama antar pemerintah,
fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi
pelaksanaan kerja sama.

Pasal 22

Untuk menyelenggarnkan tugas scbapgaimana dimaksud dalam
— Pasal 21 Baggan Kerja Sama mempunyal fungsi:

. penyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di bidang
kerja sama antar pemennotah, kerja sama  badan
usaha/ewasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama
badan ussha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;

c. penyipan bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  lugas
Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerimiah,
kena samsa badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan



kerja samu,

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan doerah di bidang kérju sama antar pemerintah,
kerja suma badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan
kerja sama; dan

¢. pelaksanan fungsi lain yung  diberikan  oleh  Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan

tugasnva.

Pasal 23

Bagian Kerja Sama terdiri dari :

. Sub Ragian Fasilitasi Kerja Sama Antar Pomenintah;

b. Sub Bagian Fasililum Kerja Sama Badan Usaha/Swasta;
dan

¢. Sub Bagian Evaluas: Kerju Suma.

Pasal 24

{1} Sub Bagian Fasilitasi Kcrja Sama Antar Pemerintah
mempunym fugas ;

Is.

i L

mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan
draf kerjasama antar daerah;

menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam
rongka penyusunan rencana program Kerjasama antar
Dasrah;

memlnsililas:, menyviapkan bahan perumusan kebijakan
untuk forum-forum kerjasama daerah,;

melakoukan MOonitoring terhadap  pelaksanaan
kerjasama antar daerah;

melaksanakan sistem pengendalian mtemn;

menyviapkan babkan pclakssnaan perumuosan kebgjoalkan
di bidang kerja sama luar negeri;

mclaksanakan pengolahan data kerja sama luar negeri;

. melakukan pengendalian dan perumusan data hasil

kerja sama dacrah luar negerd;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama
daerah luar negeri yang dilakukan olch Perangksl
Dacrah di lingkungan pemerintah kabupaten; dan
menyiapkan  bahan  penyusunan  laporan  hasil
pelaksansan kera sama daerah dan luar negeri.
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(2] Sub Bagian Fasililasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
mempunyal tagas :

a. mempersiapkan dan mengorcksi  bahan-bahan
penyusunan draf kerjasama Badan
Lisaha/Swasta/ pihak ketiga,

b, memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan
badan usaha; dan

¢. melakukan monitoring, lerhadap pelaksanaan
kerjasama Badan Usaha/Swasta/ phak kebga.

(3) Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama mempurnyal LUgas ;

a. menyiapkan bahan pelaksanasn perumusan kebijakan
di bidang pemantauen dan evaluasi kerja sama haar
negert dan dalam neger;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi kena sama
duaerah dalam dan laar negeri;, dan

¢. melaksanalkan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja
sama dacrah dalam dan luar negeri.

Paragral &
Asisien Perekonomian dan Pembangunan

Pa=sal 25

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyal lugas
membaniu Sekretaris Daerah dalam  pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah, pongoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daersh, penyusunan kebijakan dacrah dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alam.

Pasal 26

Untuk menyelengparakan lugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Asisten Perckonomian dan  Pembanggnan,
mempunyal [ungs

a. pengoordinasian penyusunan kebijjakan daerah di bidang
perekonomian, admimsirasi pembangunan, dan sumber
daya alam;

bv. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian, administrasi  pembangunan,
pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam,;

c. penvusunan kebijjakan dacrah di bidang pengadaan barang
dan jasa;
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d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang dan jasa;

e, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebyjakan dacrah
terkail tujuan kebijakan, dampak yvang tidak diinginkan,
dan Taktor varng mempengarihi pencapaian  ujuan
kebijakan di bidang  perekonomian, administrasi
pembangunan, dan sumber daya alam; dan

f. pelaksaaan fungsi lain vang diberikan oleh sekretaris
dacrah perckonomian, administrasi  pembangunan,
pengadaan barang dan jasa dan  sumber daya alam yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 27
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, ferdin dari;
a. Bagian Perekonomian;
b. Bagian Administrasi Pembangunan;
¢. Bagian Pengadaan Barang dan Jass; dan

d. Bagian Sumber Daya Alam.

Paragraf 7
Bagian Perekonomian

Pasal 28

Bawan  Perekonomian  mempunyal  tugas  melaksanakan
pengoordinasian PETLINUSAT kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan  (ugas  Perangkat  Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD, BLUD dan PTSP, penpgendalian dan
distribusi perekonominn, dan perencanasn dan pengawasan
ekonomi mikro kecil.

Pasal 29

Unmak menyelenggarakan tugss sebhagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Bagian Perckonomian mempuny:al fungs: ;

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijalan
dacrah di bidang pembinaan BUMD, BLUD dan PTSP,
pengendalian  dan  distribusi | perckonomian,  dan
perencanaan dan pengawasan clonomi mikro kecil;
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penyiapan bhahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah di bidang pembinasn BUMD, BLUD dan
PTSP, pengendalian dan distribusi perckonomian, dan
percncanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

penyviapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian (ujuan kebijakan,
dampak yang Udak dinginken, dan fakfor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di  bidang
pembinaan BUMD, BLUD dan PTSP, pengendalian dan
distribusi  perckonomian, dan  perencanaan  dan
pengawasan ekonomi mikro kecil; dan

pelaksaaan fungsi lain wvang diberikan oleh Asisten
Perckonomian dan Pembangunan yvang berkaitan dengan

tugnsnoyva.

Pasal 30

Bagian Perckonomian, Lerdiri dari:

.

(1

Sub Bagran Pembinsan BUMD, dan BLULD,

Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
dan

Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomit Mikra.
Pasal 31

Sub Bagian Pembinaan BUMD, dan BLUD mempunyai

mgas :

a. menyiapkan behan perumusan penetapan kebijakan
teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

b. menviapkan bahan penpoordinasian pelaksansan
kebijakan pemerintalhh dacrah di bidang penanaman
modal dan PTSP, dan pendapatan daerah;

c. menyiapkan bahan pembinasn  pengelolaan  Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Dacrah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. melakukan analisa perkembangen dan  pencapaian
linerja -Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan
Umum Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik
Dacrah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
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(2] Bub Bagian Pengendalion dan Distribusi Perekonomian
mempunyal tugas |

o,

.

menyusun bahan dan data serta anslisa i budang
pengendalian dan distribusi perekonomian,;

menyiapkan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
kebijukan pemerintuh daerab di bidang perindustrian
dan perdagangan, koperasi dan UKM;

menyusun  bahan  perumusan  kebijaltan di  bidang
pengendalinn dan distribus perekonomian;
melaksanakan koordinasi dengan  instansi  terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian  dan
distribusi perekonomian;

menyusun buhan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum kegiatan pengendalian  dan
distribusi perekunomian;

melaksanakan pomantausn dan evaluasi  serta
pelaporan di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomion; dan

meminsilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian
dan distribusi perckonomian.

{3) Bub Bagan Perencansan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
memplinyal ugas :

b.

menyusun bahan dan data sertn analisa di bidang
perencanaan dan pengawasan ckonomi mikro kecil;
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
melaksanakan koordinasi dengan instansi  terkait
terhadap pelaksanaan  kegiatan perencanasan  dan
pengawasan ekonomi mikro kecil;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum kegiatan perencanaan dan
pengawasan ckonomi mikro kecil;

melaksanakan pemantausn  dan  evaluasi  serta
pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan
ckonomi mikrn kecil; dan

memfasilitasi dan pembinaan dl bidang perencanaan
dan pengawasan ckonomi mikro kecil,

Paragraf 8
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 32

Bagian  Administrasi  Pembangunan mempunyal  tugas
melaksanakan  penyiapan  pengoordinasian  perumusen
kebjjakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan  tugas
Perangkat Daecrah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
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kebijakan daerah  di bidang penyusunan  program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 33

Untuk mevelenggarakan tugas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai
fungsi :

a. penyispan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di  bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evahiasi dan pelaporan;

b. penviapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah dibidang penyusunan Prograim,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan cvaluasi pelaksanasn
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak vang tidak diinginkan, dan fakiwor yang
mempengaruhl  pernicapaian  ijuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluas:
dan pelaporan; dan

d. pelaksasan [ungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 34
Bagan Adminstrasi Pembanpunan, terdiri dar:
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian Program; dan
¢. Bub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 35

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas ;

a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegialan
pemyusunan program pembangonan daerah;

b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka
mempersiaplkan program  pembangunan daerah;

c. menyiapkan bahan  pengnordinasian  pelaksanasn
kebijakan pemerintah daecrah di bidang perencanaan
dan htbang,
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menyusun pedoman, petunjuk tcknis dan pelunjuk
pelaksanaan pohyusunan  program  pembangunan
daerah;

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat,
provinsi dan  kabupaten kota lain serta pthak swasta
dalam rangks penyusunan sinergitas  program
pembangunan dacrah;

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyusunan program pembangunan dacrah;
melaksanakan penyusunan  program  pembangunan
dalam rangka mengembangkan akses pembangunan
dacrah;

melaksanakan koordmas: dan fasthias penyusunan
program  pembangunan dalam rangka mengurang
resiko dan  kerugian  pihak lam dalam rangka
kelancaran program pembangunan dacrah; dan
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah.

{2} Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas :

EL,

|13

menyusun rencana kegiatan pengendalian  program
pembangunan;

menyiapkan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pengairan
umum dan tata ruang, dan perumahan dan kawasan
permukiman;

menyusun bahuan kebijakan pengendalian
pembangunan yang  diselenggarakan oleh pemerintah
maupun swasta agar pembangunan sesus dengan
program pembangunan daerah;

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan dalam rangka
pengendalinn program pembangunan daerah;
melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
rangka mengurang tinghkat resiko dan kerugian akibat
pelaksannan program pembangunan  baitk  oleh
pemerintah maupun swasta;

mengendalikan sinergitas program pembangunan ek
oleh lembaga pemerintah maupun swasta; dan
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka
pengendalian pelaksanaan program pembangunan.

{3} Sub Bagian Evaluas dan Pelaporan mempunyal tugas .

i

b.

menyusun rencana monitoring dan pelaporan program
pembangunan daerah;
mclaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan

program pembangunan daerah;
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¢, menyusun  pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan  moniloring dan evaluasi pelaksanaan

progrim pembangunan dacrah;

d, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanann monitoring  dan  cvaluasi  program
pembangunan dacrah;

e. mencutal, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti
hasil  temuan monitoring dan  cvaluasi  program
pembangunan daerah;

f. mengolah dan menyajpkan data hasil  evaluasi
pelaksanann program pembangunan dacrah; dan

g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan schagai bahan
perumusan kebijakan program pembeangunan dacrah,

Paragraf 9
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 36

Bagian Pengadaan Harang dan Jass mempunyal ugas
melaksannkan penyispan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusarn kebijakan daerah,
penpgoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkal Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolasn layanan pengadasan
secara clektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa.

Pasal 37

Untuk menvelenggarakan tugas sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 36, Bagian Pengadoan Barang dan Jasa mempunyai
fungsi :

a. penyiapun bahan perumusan kebijakan dacrah di bidang
pengelolaan  pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanun pengadaan secara  eleltronik, pembinaan dan
advokas: pengadaan barang dan jasa;

h. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebljakan
daerah di lidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layvanan pengadsan  secara  elekitronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan  fugas
Pernnghnt Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan  secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan



jasa;

. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksansEn

kebijalan dagrnh terkait pengelolaan pengadaan barang
dan jass, pengelolaan  layanan  pengadaan  secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadasan barang dan
jasa; dan

pelaksasan  fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

LRy,

Pasal 38

Bagian Pengandann Barang dan Jasa, terdini dan :

Sub Bagian Pengelolaan Pengadasn Barang dan Jasa;

Sub Bagian Pegelolaan Layanan Pengadasn Secara
Elektronik; dan

Sub Bagiun Pembinaan dan Advokasi Pengadasn Barang

dan .Jasa.

Pasal 39

{1} Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jase

12}

mempunyal tugas :

a. melaksanakan inveniarnsas: paket pengadaan
barang/jasa;

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang{jasa;

©. menyusun strateg pengadaan barang/jasa;

d. menviapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi vang
dibutuhkan;

e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa;

f. menyusun dan mengelola katalog  clekironik
lokal/ scktoral;

g, membantu  perencanann dan  pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

h. melaksanakan pcmantausn dan evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemermtah.

Sub  Bagian Pegelolaan Layanan Pengadaan Secars

Elektronik mempunyad tugas |

n. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem  informeasi
pengadann  barang/jasa (termasuk - alun - pengguna
sistem pengadaan SCCHTH elekironik) dan
infrastruktumya;
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melaksanakan pelayanan pengadasn barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

memfasilitasi pelaksanoan registrasi dan  verifikas
pengguna  scluruh siglem  informasi  pengadaan
barang/ jasa;

melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan
sigtem informasi;

melaksanakan pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan olchUKPR.J;

melaksanakan pelayanan informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah  kepada masyarakal luas;
mengelola informasi kontrak; dan

mengelola  informasi manesjemen bavang/jasa - hasil
pengadaan.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengengadaan
Barang dan Jasa mempunyai ugas :

melaksanakan pembinaan bag para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPRJ,
melaksanakan pengelolaan manajemen  pengetahuan
pengadaan barang/jasa;

membina hubungan dengan pEra  pumangku
kepentingan;

melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPB.I;

melaksanakan analisis beban kerga UKPBJ,

mengelola personil UKPRJ,

melaksanakan pengembangan sistem insentif personcl
UKPB.J,

memfasilitasi implementasi  standarisasi  layanan
pengadaan sceara clektromik;

melaksanakan pengelolasn dan penguloaran kinerja
pengadaan barang/jasa pemenintah;

melaksanakan  bimbingan leknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa
pemerintah di lingkungan pemerintah  provinsi,
kabupaten /kota, dan desa;

melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi penggunasn  seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa pemerntah, anlara
lain BIRUP, SPSE, e-katalog, e-money, SIKaP; dan
melaksanakan layanan penyelesaian sengkela komirak
melalul mediasi.
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Paragraf 10
Bagian Sumber Daya Alam

Pasal 40

Bagian Sumber Daya Alam mempunyal (ugas melaksanakan
penyviapan pengoordinasian perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian  pelakssnasan tugas Perangkat Daersh, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dacrah di
bidang sumber dava alam pertanian, kehutanan, perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan hngkungan bidup, dan
sumber daya alam energl dan air.

Pasal 41

Urniluk menyelenggerakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 40, Bagian Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi :

a. penyviapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang sumber dava alam pertanian, kehutanan,
perikanan, sumber dave alam  pertambangan  dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energ dan air;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkal Daerah di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, perikanan, sumbcr dava alam pertambangan
dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan
fir;

¢. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tdak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
sumber daya alam pertanian, kechutanan, perikanan,
sumber dayva alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan sumber dayva alam energi dan air; dan

d. pelakssaan fungsi lain yang diberikan oleh  Awsisien
Perelkkomomian dan Pembangunan vang berkaitan dengan
Lugasnya.

Pasal 42
Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :

a. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertaman, Kehutanan dan
Perikanan;
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b, Sub Baglan Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Linglkungan Hidup ; dan

¢, Sub Bugian Sumber Daya Alam Energi dan Air,

Pasal 43

(1} Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan
Perlkanan mempunyai LUgas ;

H.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
sumber daya alam pertantan, kehutanan, dan
perikanan;

menyusun  bahan perumusan kebijakan di bidang
sumber dava alam pertanian, kchulanan, dan
perikanan;

meclaksanakan koordinasi dengan  instansi  terkaint
terhadup pelaksanaan kegintan sumber daya alam
pertanian, kehutanan, dan perikanan;

menyusun bahan penyusunan pctumjuk pelaksansan
dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam
pertanian, kehutanan, dan perikanan;

melaksanakan pemantauan dan  cvaluasi | sernta
pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, dan perikanan; dan

memiasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya
alam pertanian, kehutanan, dan perikanan.

{2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Lingkungun Hidup mempunyai tugas :

.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup;

menyusun  bahan  perumusan  kebijakan di  bidang
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup;

melaksanakan koordinasi dengan  instansi  terkait
lerhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
pertambangan dan lmgkungan hidup;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksansan
dan pedoman umum kegistan sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

melaksanakan pemantauan dan  evaluas:  serta
pelaporan di bidang sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup; dan

memlasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup.
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(3} Sulk Bagian Sumber Daya Alam Encrgt dan Alr mempunysi

TUgAs

a. menyusun bahan dan deta serta analisa di bidang
sumber daya alam energi dan air;

b. menyusun bahan  perumusan kebijakan di bidang
sumber dava alam energi dan air,

¢. melaksanakan koordinasi dengan  instansi  terkait
terhadap pelaksanaan kKegiatan sumber daya alam
energi dan air;

d, menyusun hahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam energi
clan aar;

¢, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang sumber daya alam encrgm dan i
dan

[, memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya
alam energ dan air,

Paragral 11

Asisten Administrasi Umum

Pasal 44

Asisten Administrasi Umum  mempuanyal tagas membanta
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijjakan daerah,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Porangleal Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bhidang umum, organisasi, protokol duan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan kenangan.

Pasal 45

Urnituk meyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, Asisten Administrast Umum mempuny: fungs: @

a. penyusunan kebijakan dasrah di bidang organisasi;

b. pelaksanaan kcbijgkan dif bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan,

¢. pengnordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah di
ndang orgamsas:;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan

perencanaan dan keuangan;



C.

B

L Lr

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah i
bidang organisasi;

penviapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN
pada instansi dacrah; dan

pelaksaaan [ungsi lain yang diberikan olch Sckrelaris
Daerah di bidang orgamisasi, wmum, dan administrasi

pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 46

Asisten Administras: Umum terdiri dari :

Bapian Umum;
Bagian Organisasi;
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
Bagian Perencanaan dan Keuangan,
Paragraf 12
Bagian Umum

Paszal 47

Bagian Umum mempunyai (uges melaksanalan penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di
bidang lata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas scbhapaimana dimaksud dalam
Pasal 47, Bagian Umum mempunyai fungsi ;

il.

penyviapan hahan pelaksanaan kebijakan di bideng tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangsgs;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaloasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahll dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tanggs; dan

pelaksaaan fungsi lain vang diberikan  oleh  Asisten
Administrasi Umum vang berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 49

Bagian Umum terdiri dar:

#. 3ub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahl dan
Kepegawalan,

(1

12}

Sub Bagan Perlengkapan; dan

Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 50

Sub Bagian Tata Usaba Pimpinan, Stal Ahh dan
Keprpawalan mempunyai Lugas

i

melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
yvang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian Sekretariat Dacrah, Stal Ahh, dan rapat-
rapal dinas,

melaksanakan pemantavan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang mechiputi
kegiatan tata usaba umum, persuratan, kepegawaian
Sekretariat Dacrah, Stal Ahli, dan rapat-rapat dinas;
duan

melaksanakan pengelolaan kearsipan.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyan tugas ;@

.

LS

melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana serta menjags kebersihan kantor
di lingkup Sekretariat daerah;

melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan
Bupati dan Wakil Bupati Daecrah scrita Schkretanat
daerah;

melaksanakan kebijakan pengelolasn, penggunaan,
pengendalian dan  pemeliharaan kendaraan  dinas
Bupati dan Wakil Bupati, Sekretanat daerah serta
kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
melaksanakan pemeliharaan sarana dan  prasarana,
menjags kebersihan dan pemeliharsan Bumah Dinas
Bupati dan Wakil Bupati zerta Rumah Dinas Sekretariat
daerah; dan

melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Bupati dan Walkal Bupati Kepala
Dacrah scria Schretanag dacrah,

(3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

a.

melaksanakan urusan rumah langea Bupat dan Wakil
Bupali serta Sekretariat daerah; dan



.

b. melaksanakan  penyediaan akomodasi, jamuan,
makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah
Daerah, Tamu Pemerniah Dasrah dan rapat-rapat.

Paragraf 13
Bagian Organisasi

Pasal 51

Bagian Organisasi Umum mempunysn tugss melaksanakan
penyiapan perumusan  kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kecbijakan dacrah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas  Perangkat Daerah, pemantavan dan evaluas:
pelakszanaan kebijakan dacrah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelavanan publik dan tata laksana, dan
kinerja dan reformasi birokrasi.

Pasal 52

Untuk meyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, Bagian Organisasi, mempunyal fungsi:

a. penviapan bahan perurmusan kebijakan dacrah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata lalksana serta kinerja dan reformas: birokrass:;

b. penyilapan bahan penpoordinasian perumusan kebijalan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabalan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja
dan Roformeast Birokras:;

d, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dacrah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana seria kinerja
dan reformasi birokrasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan aleh  Asisten
Administrasi Umum vang berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 33

Bagian (Organisasi, terdirl darn:

(1)

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabalan,

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan

Sub Bagan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pasal 54

Sub  Bagian Kelembagaan dan  Anabsis Jabatan
mempunyail ligas !

.

b.

-

h.

menyvigpkan bahan penyusunan Struktor  Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK),;
menyiapkan  bahan  pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah dacrah di bidang kepegawaian
dan pengembangan SDM;
menyusun bahan koordinasi perumusan tuges dan
[ungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah’
menyusun bahan evahiasi kelembagaan Perangkal
Daerah dan unit pelaksana telous daerah;
menyusun Standar Kempelens: Jabatan [SKJ);
menyusun analisis jabatan, analisis beban kera, dan
evaluasi jabatan;

menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan
organisasi Perangkat Daerah; dan
menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah.

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksang mempunyai
tugas ;

il

el

menyusun pedoman tats nasksh dinas, pakaian dinas,
jam kerja, metode kerja, proscdur kerja, dan pola
hubungan kerja;

menylapkan bahan penpoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kearsipan dan
perpustakann;

menyiapkan bahan pembinaan serla bimbingan teknis
di bidang ketatalaksanaan dan pelavanan publik bagi
uml kega/orgamisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah;

melaksanakan sosialisasi dan fasihitasi penyusunan
Standar Pelayvanan Publik;

menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional
Prosedur [SOP) yvang disusun oleh masing-masing
Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan moniloring dan evaluasi pelayanan
publik; dan
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. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi  inovasi
pelayanan publik.

(3 Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai

LURES |

a. menyusun bahun kebijukan teknis Peninghatan Kincrja
dan Relormasi Birokrasi;

b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemenntah
(LKjIP) Kabupaten;

¢.  menyusun road map reformasi birokrasi;

d. melakukan fasilitasi pelaksansan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Peningkatan Kincrja dan Reformasi Birokrasi.

Paragraf 14
Hagian Protokol dan Komunikas: Pimpinan

Pasal 55

Ragian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyss (Gges

mclaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,

pengoordinasian pelaksanasn  tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dscrah di

bidang protokol, komunikas: pimpinan, dan dokumenias.
Pusal 56

Untuk menvelenggarakan tugas sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 55, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksansan kebijakan di bidang
protokol, kemunikas: pimpinan, dan dokumenlasi;

b, penyiapan bahan pengoordinasian pclaksanaan tugas
Perangkat Daerah di  bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

c. penviapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanasan
kebijakan daerah terkait protokol, komumksasi pimpinan,
dan dokumentasi; dan

d. pelaksasan [ungsi lain vang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya,
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Pasal 67T

Bagian Prolokaol dan Komunikasi Pimpinan, terdin dar:

a. Sub Bagian Protokol;

b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

. Bub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

Pazal 58

(1) Sub Bagian Protokol mempunyvan tagas @

[ 18

b.

i,

melaksanakan lata  protokoler dalam  ranghka
penyambutan tamu pemerintah dacrah;

menyiapkan bahan koordinasi dan/atau [asilitasi
keprotokolan;

menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan
Bupal dan Wakil Bupati;

menginformasikkan jadwal dan kegiatan Pemenmiah
Dacrah; dan

melaksanakan koordinasi dan [asihitasi kegiatan Bupati
dan Wakil Bupati,

{3 SBub Bagian Komumnikasi Pimpinan mempunyai tugas :

8.

b,

menjalin  hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan Mungsi jura bicara pimpinan daerah;
memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang
penyampaian informasi tertentu;

menyiapkan bahan  pengoordinasian  pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang komumikasi,
informasi, sandi dan statistik;

memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak
pihak terkait sesusi dengan kebutuhan dan atau atas
arahan pimpinan;

menghitmpun  dan mengolah informasi yang yang
bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuban
Bupati dan Wakil Bupati;

menyiapksan dan menggandakan bahan maten rapat;
menyviapkan dan menggandakan bahan  materd
kebijakan; dan

menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan
Walal Bupaui.

(3 Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyal tugas :

8
b.

mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
menyusan nolulensi rapet Bupatt dan Wakil Bupats;
dan
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c. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupat
dun Walkil Bupati;

Paragral 15
Aagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 59

Bagian Perencanaan dan  Keuangan mempunyai tugas
melaksannkan  penyviapan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan  tugas
Perungksl Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanasn
kebijakan dacrah di bidang perencanaan, kecuangan dan
pelaporan,

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas schagmmana dimaksud dalam
Pasal 59, Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai
fungm :

a. penviapan bahan pengpordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. penyiapan baban pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perungkat Daerah di bidang perencanaan, kcusngan dan
pelaporn;

¢, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebgakan,
dumpak vyang tdak dinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi  pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 61
Bagian Perencancan dan Kcuangan, terdirt dan:
— @, Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan

e, Sub Bagian Pelaporan,
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Pasal 62

(1] Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a. menviapkan bahan pPoavUSUnAnN PETETICATIAAN
Sekretariat Daerah yang mehpull penvusunan rencana
strategis (Rensira), rencana kinerja (Renja) tahunan,
Rencana Kerja Anggaran (RKA);

b. menyviapkan bahan penpoordinasian  pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan dan
asect;

. menyiapkan bahan fasilitasi pclaksanakaan asistensi
dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daerah; dan
d. menyusun perjanjian kinerja Sekyetariat Daerah.

{2) Sub Bagian Kuangan mempunyvai tugas :

a. melaksanakan penatausahesan kevoangan Sckrelariat
Jaerah:

. b, melaksanakan penatausabhesn barang milik daerah
pada Sckrelarial Daerah;

. melaksanakan teknis  pengelolaan administrasi
keuangan dan  anggaran  dilingkungan  Sekeetariat
Daerah;

d. melaksanakan pembinaan dan [asilitasm enggacan di
lingkungan Sekretariat Daerah; dan

e. melaksanakan sistem pengendahan mtem.

(3) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas:
g, menyusun  bahan Laporan  Kinerja  Instansi
Pemerintah{LEj1P) Bekretariat Daerah;
b. menyusun bahan Ewvaluasi Rencana Kerja Sekretariat

Daerah;
. c. menyusun bahan laporan SPIP Sekretaniat Daecrah; dan
d. menyusun bahan laporan keuangan Schkretariat
Daerah.
Pasal I
Peraturan Bupati imi mula  berlaku  pada  tanggal

diundangkan,
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Agar  sclinp  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kobupaten Ogun Komenng Ulu,

Ditetapkan di Baturaja
pada tangeal, 1 Pesember 2019

/ BUPATI OQGAN KOMERING U

Diundangkan di Baturaga T ——
pads langenl, 1 DESem par 20149

SEKRETAR
0G

DAERAH KABUPATEN
: NG ULU,

—n

CHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMAR-2........,
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